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PROVINSI BﬁHTEN

HAL-HAL YANG BISA
MEMBUAT CALEG

DIDISKUALIFIKASI

Terdapat sejumlah pelanggaran '

yang dapat membuat calon e
anggota DPR, DPD, DPRD ]
Provinsi, dan DPRD '
Kabupaten/Kota dikenai
sanksi diskualifikasi
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#5 BAWASLU

BADAMN PEMGAWAS PEMILIMAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Pasal 284 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Sanksi pembatalan nama dari DCT atau pembatalan
penetapan calon sebagai calon terpilih dapat
dilakukan dalam hal terbukti pelaksana dan tim
kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
peserta kampanye pemilu secara langsung atau
tidak langsung untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih
peserta pemilu dengan

cara tertentu sehinnga surat suaranya tidak sah

c. memilih pasangan calon tertentu

d. memilih parpol peserta pemilu tertentu, dan/atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu.
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#5 BAWASLU

BADAM PEMGAWAS PEMILIMAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Pengaturan Sanksi Diskualifikasi

Pasal 285 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal
284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye
Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai
calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil
tindakan berupa:

a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPR
provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar
calon tetap; atau

b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai
calon terpilih
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BADAMN PEMGAWAS PEMILIMAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Pasal 280 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesig;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;
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¥ BAWASLU

BADAM PEMGAWAS PEMILIMAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Pasal 280 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu
dilarang:

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar
dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang
bersangkutan;dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Slide 4 dari 6

=) banten.bawaslu.go.id @ @bawaslubanten OO@ Bawaslu Provinsi Banten
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BADAM PEMGAWAS PEMILIMAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu
dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah
Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah
Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank
Indonesia;

d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah;

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai
pimpinan di lembaga nonstruktural;

f. aparatur sipil negara;

g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia:;

h. kepala desq;
.. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Slide 5 dari 6

=) banten.bawaslu.go.id ® @bawaslubanten ooo Bawaslu Provinsi Banten



	419071456_377845334844543_3037208570469429602_n.pdf (p.1)
	419275294_874207561113807_8682731671792168143_n.pdf (p.2)
	418995780_1392449271699350_5454038804021482661_n.pdf (p.3)
	419108655_6983620228391105_4791806282639692985_n.pdf (p.4)
	419262092_1028883694851880_5298985295975997934_n.pdf (p.5)
	419360228_382042157738888_8462845405658921271_n.pdf (p.6)

